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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM 
(FIKIH) 

 

A.  Keberadaan Wali dalam Nikah  

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam 

karena mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti 

kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk 

yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya, dan juga  

merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati serta  

dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan 

sunah Rasul.1 

Hukum pernikahan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat 

ketentuan-ketentuan tentang hal pernikahan, yakni bagaimana proses dan 

prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara 

menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara 

memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan 

sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis 

rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, 

bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat 

yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum 

antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.  

                                                             
1Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1-2. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 
 

 
 

Yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah masalah wali 

dalam pernikahan menurut mazhab Syafii dan ulma NU. Perwalian dalam 

istilah bahasa adalah wa>li yang berarti menolong yang mencintai. 2  Kata 

perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya>. Kata ini berasal dari 

bahasa arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literature 

fikih Islam disebut dengan al-wala>yahi (al-wila>yah), orang yang mengurus 

atau yang menguasai sesuatu.3 Perwalian dalam istilah fikih disebut wila>yah, 

yang berarti penguasaan dan perlindungan.  

Adapun perwalian dalam terminologi para fukaha (pakar hukum Islam), 

seperti disebutkan Wahbah al-Zuhayli ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki 

seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa 

harus bergantung pada izin orang lain. Jadi perwalian menurut fikih ialah 

penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk 

menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan 

perwalian disebut wali. 

Untuk memperjelas pengertian tentang perwalian, maka penulis 

memaparkan beberapa pengertian antara lain, perwalian yang berasal 

dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua 

yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau 

                                                             
2
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawir, (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 

1984), 1960. 
3
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 134. 
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belum akil balig} dan melakukan perbuatan hokum. 4 Sedangkan menurut 

Amin Suma perwalian adalah kakuasaan atau otoritas yang dimiliki 

seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus 

bergantung (terikat) atas izin orang lain.5 

Dedi Junaedi menyatakan bahwa perwalian dalam Islam dibagi 

menjadi dua kategori yaitu : Perwalian umum biasannya mencakup 

kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti waliy al amri (dalam 

arti Gubernur atau yang lainnya). Sedangkam perwalian khusus ialah 

perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak 

yatim.6 Sayyid Sabiq juga mengklasifikasikan wali menjadi dua golongan, 

menurutnya wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan 

pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut 

beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah 

yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.7  

Berbeda dari pengertian di atas, kamus praktis bahasa Indonesia, 

wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban 

mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau 

pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (orang yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). 8  Senada dengan 

                                                             
4
Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum 

Islam dan Hukum Adat, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60. 
5

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja 
GrafindoPersada, 2005), 134. 
6Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, Cetakan pertama (Jakarta : Akademika Pressindo, 2000), 
104. 
7Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 7, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 7. 
8Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 176. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ali Afandi menuturkan perwalian adalah 

pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang 

anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada dibawah kekuasaan 

orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuannya telah bercerai 

atau salah satu dari mereka meninggal dunia, ia berada dibawah 

perwalian.9 

Muhammad Jawad al-Mugniyah memberi pengertian wali adalah 

seorang yang diberi kewenangan atau kekuasaan sesuai syariat atas 

segolongan manusia, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan 

tertentu pada orang tertentu.10 Sedangkan Abdur Rahman al-Jaziri dalam 

kitabnya Fiqh ‘Ala> Maz}a>hib al-‘Arba’ah mendefinisikan wali dalam nikah 

 adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang 

baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad 

tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, 

mu’tik, sult}an dan penguasa yang berwenang. 11 Mustofa Hasan seirama 

dengan pernyataan dari Abdur Rahman al-Jaziri, beliau menyatakan wali 

dalam nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian 

darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan.12 

Jadi wali dalam nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang 

untuk menikahkan calon mempelai perempuan akibat hubungan darah, yang 

                                                             
9Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Kleuarga, Hukum Pembuktian, ( Jakarta: Rineka Cipta, 
1997), 156. 
10

Muhammad Jawad al-Mughniyah, Fiqih Lima Madzab, ( Jakarta: Lentera, 2011), 345. 
11Abdur Rohman al-Jaziri, Fiqih ‘Ala Mazhibil Arba’ah, Jilid 4 (Kairo: Darul Haditst, 2004), 26. 
12Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung ; Pustaka Setia, 2011), 98. 
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berhak menjadi wali adalah kelompok kerabat laki-laki lurus ke atas 

(ayah, kakek dan seterusnya), kelompok kerabat saudara laki-laki 

kandung atau saudara laki-laki seayah, kelompok kerabat paman (saudara 

laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan seterusnya), dan kelompok 

saudara laki-laki kandung kakek. 

Menurut hukum Islam perwalian terbagi dalam tiga kelompok. Para 

ulama mengelompokan perwalian sebagai berikut : 

1) Perwalian terhadap jiwa (al-wala>yah ‘ala al-nafs); 

2) Perwalian terhadap harta (al-wala>yah ‘ala al-ma>l); 

3) Perwalian terhadap jiwa dan harta (al-wala>yah ‘alan-nafsi wal-ma>li 

ma’an). 

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-wala>yah ‘ala al-nafs, 

yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-ishra>f) terhadap 

urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga. Hal ini 

berdasarkan pengertian semantik, kata wali dapat dipahami bahwa alasan 

hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk 

menjadi wali dalam kepentingan anaknya, karena ayah adalah orang yang 

paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. 

Jika tidak ada ayahnya barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga 

dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.13 

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan 

salah satu rukun untuk sahnya suatu pernikahan, di samping 

                                                             
13Dedi Supriadi, Fiqih Munakahat Perbandingan, (Bandung : Pustaka Setia,2009), 32. 
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suami, istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Ditetapkannya wali sebagai 

salah satu rukun keabsyahan perkawinan bukanlah ingin mempersulit 

pelaksanaan perkawinan, melainkan didasarioleh sejumlah nas yang sahih. 

 

 

B. Dasar Hukum Perwalian 

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum 

Islam merujuk kepada firman Allah Swt., sunah dan kaul fukaha, sebagai 

berikut : 

                                

                                  

                         

 

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 
kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan 
di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang 
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 
kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih 
suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(Q.S. 
Albaqarah, ayat 232).14 

 

Dalam firman Allah yang lain: 

 

                               

                

                                                             
14Mushaf Al-Misykat, Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat, (Bandung: PT. Mizan Bunaya 
Kreativa, 2011\), 38. 
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Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 
dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 
Maha mengetahui. (Q.S. Annur, ayat 32).15 

 

Sunah yang berkenaan dengan wali nikah misalnya: 

عَلَيْهِ  ى االلهُ لَّ صَ  يَّ بِ النَّ  نَ أَ  ةَ شَ ئِ اعَ عَنْ  ةَ وَ رْ عُ  نْ ى عَ رِ هْ لزُّ اَ  نْ ــــى عَ وسَ مُ  نْ بِ  انَ مَ يْ لَ سُ  نْ عَ 

 ،لٌ اطِ بَ  اهَ احُ كَ نِ ، فَ لٌ اطِ بَ  اهَ احُ كَ نِ ا فَ هَ يـِّ لِ وَ  نِ ذْ إِ  رِ يْ غَ بِ  تْ حَ كَ نَ  ةٌ اَ رَ مْ ا اِ مَ يُّ اَ : الَ قَ  وَسَلَّمَ 

 وارُ جَ تَ سْ اِ  نْ إِ فَ  اهَ جِ رْ ف ـَ نْ مِ  لَ حَ تَ سْ ااِ مَ بِ  رُ هْ مَ االْ هَ لَ ا وَ هَ بِ  لَ خِ دُ  نْ إِ فَ  .لٌ اطِ بَ  اهَ احُ كَ نِ فَ 

 .هُ لَ  يَّ لِ  وَ لاَ  نْ مَ لِ  يٌّ لِ وَ  انُ طَ لْ السُّ فَ 
 
Artinya: Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari 
Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad saw., telah bersabda: 
Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin 
walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. 
Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan 
yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya 
farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang 
walinya) maka penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak 
mempunyai wali.16 

 

Sunah dari Sunan Ibnu Majah dalam Kita>b al-Nika>h} dan Kita>b al-T>{ala>q 

:17 

 

 نُ بْ اِ  مُ شَ يْ ا هِ نَ ث ـَحَدَّ ي لِ يْ قَ عُ لْ اَ  انَ وَ رْ مَ  نُ بْ  دٌ مَّ حَ ا مُ نَ ث ـَحَدَّ ي كِ تِ عَ لْ ن اَ سَ حَ لْ اَ  نُ بْ  لُ يْ مِ اجَ نَ ث ـَدَّ حَ 

 لاَ وَ  ةَ أَ رْ مَ لْ اَ  جْ وَّ زَ  ت ـَلاَ (االله  و لُ سُ رَ  لَ اقَ : الَ قَ  ةِ رَ ي ـْرَ ي هُ بِ اَ  نْ عَ  نِ يْ رِ سِ  نِ بْ  دِ مَّ حَ مُ  نْ عَ  نُ سَ حَ لْ اَ 

 )اهَ سَ فْ ن ـَ جْ وَّ زَ ي ت ـَتِ الَّ  يَ هِ  ةَ يَ انِ الزَّ  نَّ إِ ا فَ هَ سَ فْ ن ـَ ةَ أَ رْ مَ الْ  جَ وَّ زَ ت ـَ
 

                                                             
15Ibid., 355. 
16Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, juz. II, (Surabaya :   Maktabah Dahlan, 2009.), 95. 
17 Muhammad Yazid al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, juz 1,( Dar al- Fikr, 2009), 605. 
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Artinya : Telah meriwayatkan kepada kami Jamil dan Hasan al-
‘Atiki: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan 
al-Uqaili: Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, 
dari Muhammad bin Sirrin, dari Hurairah, ujarnya: Rasulullah 
bersabda: Seseorang perempuan tidak boleh menikahkan 
perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh 
menikahkan diri sendiri. Karena hanya perempuan berzinalah yang 
menikahkan dirinya sendiri. 

 
Selain dasar hukum di atas yang bersumber dari Alquran dan sunah, 

pendapat fukaha (ahli fikih) yang lebih berfokus kepada mazhab Syafii juga 

penulis jadikan sebagai dasar hukum dalam konsep perwalian. Berikut adalah 

pandangan para fukaha tentang dasar hukum wali dalam pernikahan : 

1. Pandangan mazhab Syafii, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiyuddin 

Abi Bakar ibn Muhammmad al-Husaini al-Husna al-Dimsqi al-Syafi’i 

dalam kitabnya Kifa>yat al-Akhya>r fi> H}alli Ga>yat al-Ikhtis}a>r, dijelaskan 

bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali 

dengan wali.18  

2. Pandangan mazhab Maliki tentang wali, Imam Malik, sebagaimana 

dikutip Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali 

dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat 

sunah Asyhab (kelompok sahabat). Atas pemikiran Imam Malik, para 

pengikut Imam Malik, lebih tegas berpendapat, wali adalah sebagian 

rukun nikah, tidak sah nikah tanpa adanya wali.19 

                                                             
18Ad-Dimsyiqi, Kifa>yat al-Akhya>r fi> H}alli Ga>yat al-Ikhtis}a>r Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 
48. 
19Abdur Rahman al-Juzairi, Fiqih ‘Ala al-maz}a>hibil al-Arba’ah, jilid 4, (Beirut : Dar Al-Fikr, 
1990), 46. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 
 

 
 

3. Senada dengan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii, pandangan 

mazhab Hanafi mengenai wali pada dasarnya sama, ketiga mazhab 

tersebut menganjurkan nikah harus dengan menggunakan wali, karena 

adanya wali itu sangat penting dalam menentukan sahnya pernikahan.20 

4. Sedangkan pandangan Hanafiyah berbeda dengan pendapat para 

imam di atas. Zufar, Al-Sya’bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila 

seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa menggunakan wali, 

sedangkan calon suaminya sebanding, maka nikahnya sah.21 

 

 

C. Syarat Wali Nikah 

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan 

yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu seorang wali haruslah 

memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :22
 

1. Islam  

Yang dimaksud Islam di sini adalah mereka yang meyakini bahwa 

tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan telah 

melaksanakan rukun iman dan Islam. Orang kafir tidak sah menjadi wali.  

2. Balig  

                                                             
20

Dedi Supriadi, Fiqih Munakahat Perbandingan, (Bandung : Pustaka Setia, 2009),46. 
21

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap, (Depok: Rajawali Press. 
2014), 91. 
22

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang 
dan Hukum Perdata (BW), (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2011), 28. 
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Maksudnya adalah mereka telah mencapai batas umur dewasa 

menurut fikih (keluarnya mani saat mimpi bersenggama). Dalam hal ini 

anak-anak tidak sah menjadi wali. 

3. Berakal 

Dapat dikatakan sebagai orang yang berakal apabila telah bisa 

membedakan antara yang benar dan yang salah secara sadar dengan 

sempurna. Dalam hal ini orang gila tidak sah menjadi wali. 

4. Laki-laki  

Yang dimaksudkan di sini adalah perempuan tidak sah menjadi wali. 

5. Adil  

Dalam arti fakih  atau mengetahui hukum syariat dengan baik. Orang 

fasik tidak sah menjadi wali. 

6. Tidak sedang ihram atau umrah.  

 Sayyid Sabiq beranggapan bahwa syarat-syarat bagi seorang wali nikah 

yaitu orang merdeka atau tidak budak belian, telah sampai umur atau 

sudah balig}, berakal, beragama Islam. Sedangkan Hussein Bahreisy 

menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah yaitu : laki-laki, muslim, dewasa, 

berakal, tidak ihram / haji ataupun umrah, tidak dipaksa, berakhlak baik.23 

Kemudian dalam I’a>nat al-T}a>libi>n juz III, Sayyid Ad-Dimyati 

menyatakan bahwa syarat wali itu harus adil, merdeka dan mampu 

bertanggung jawab, dewasa dan berakal sehat. Karena itu tidak boleh 

menjadi wali bagi orang yang fasik selain Imam yang mulia, sebab kefasikan 

                                                             
23Hussein Bahreisy, Pedoman Fiqih Islam, (Surabaya: al-Ikhlas, 2012), 231. 
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itu dapat mengurangi sifat muruah dalam persaksian yang karenanya dapat 

menjadi penghalang dalam kompetensinya menjadi wali sebagaimana halnya 

seorang budak tidak dapat menjadi wali. Ini pendapat mazhab yang 

berdasarkan sunah sahih yaitu: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali 

yang cerdas (mursyid) artinya adil.24 

 

D. Urutan Wali Nikah 

Keberadaan wali nikah bukanlah untuk mempersulit para calon 

mempelai dalam pelaksanaan menikah, keberadaan wali sangatlah fleksibel 

bisa disesuaikan dengan keberadaan wali yang ada pada saati itu, berikut 

penulis paparkan urutan wali menurut hukum Islam : 

Imam Malik berpendapat keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi 

wali. Selanjutnya beliau mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih 

utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah 

seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari 

saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara-

saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke 

atas. 

Sedangkan wali dalam fikih munakahat secara umum ada 3 macam, 

yaitu wali nasab, wali hakim dan muh}akkam. Dibawah ini akan diuraikan 

lebih lanjut mengenai ke-3 macam wali adalah sebagai berikut : 

1. Wali nasab 

                                                             
24

Muhammad Syatha’ Ad-Dimyati, I’a>nat al-T}a>libi>n, Juz III, (Mesir: Maktabah 
Musthafa Bab H}alab, 1342 H), 305. 
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Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon 

mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya 

adalah: Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, 

saudara laki-laki kandung (seibu sebapak), saudara laki-laki sebapak, 

anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari 

saudara laki-laki sebapak an seterusnya ke bawah, paman (saudara dari 

bapak) kandung, paman (saudara dari bapak) sebapak, anak laki-laki 

paman kandung, anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke 

bawah.25 

2. Wali hakim 

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk 

bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat 

menggantikan wali nasab apabila: Calon mempelai wanita tidak 

mempunyai wali nasab sama sekali, walinya mafqu>d atau tidak tentu 

keberadaannya, wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masa>fat al-

qas}ri (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar), wali berada 

dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang 

melakukan ibadah haji atau umrah, anak zina (dia hanya bernasab dengan 

ibunya), walinya gila atau fasik.26 

3. Wali muh{akkam 

                                                             
25

M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab, ( Jakarta: PT. Hidakarya 
Agung, 2010),  55. 
26A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung : al- Bayan, 1994), 62. 
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Wali muh}akkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon 

suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. 27 

Orang yang bisa diangkat sebagai wali muh}akkam adalah orang lain yang 

terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, 

berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.28Apabila suatu pernikahan 

yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu 

tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali 

muh}akkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang 

yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum pernikahan untuk 

menjadi wali dalam pernikahan mereka. Bila urutan wali di atas masih 

ada maka muh}akkam tidak boleh mengawinkannya.29 

Dalam peneletian yang terkait penikahan dengan wali muh}akkam sebagai 

mana yang penulis lakukan ini menyinggung secara singkat masalah wali 

‘ad}al (keengganan atau penonalakan) wali nasab untuk menikahkan anak 

yang dalam perlindungannya adalah sebagai dasar diperbolehkannya 

pernikahan dengan mengangkat seorang wali dengan jalan tah}kim atau dalam 

arti menikah dengan wali muh}akkam karena tidak adanya alasan syariat yang 

melandasinya. Adapun ketentuan yang menjadi syarat dapat ditetapkannya 

seorang wali nasab dinyatakan sebagai wali yang ‘ad}al, semisal seorang ayah 

(wali nasab) tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki 

yang bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah 

                                                             
27

Beni Ahmad Soebandi, Fiqih Munakahat 1,(Bandung : Pustaka Setia, 2013), 250. 
28M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 25. 
29Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 7, (Jakarta:Kalam Mulia,1990), 18. 
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tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada 

dasarnya dalam pandangan syariat, maka yang itu tidak dianggap alasan 

syariat. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang 

seperti itu, maka wali tersebut disebut wali ‘ad}al. Makna ‘ad}al, menurut 

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan 

untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan 

ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.30 

 

 

 

 

                                                             
30 Taqiyuddin An-Nabhani, An-Niz}a>m Al-Ijtima>’i fi Al-Isla>m, (Beirut: Dar al- Jiil,  
1409H/1989M.), 116. 




